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Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa
alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-
kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan
dan sebgainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas
penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. proses
perdamaian di Pengadilan seperti yang diatur dalam ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur
Mediasi di Pengadilan diharapkan mampu memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna
menyelesaikan sengketa, serta dengan harapan ke depan akan lahir
mediator-mediator  handal dan professional yang mampu
menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara damai. Penelitian
ini membahas terkait sejarah perkembangan mediasi di Indonesia,
kelebihan dan kelemahan mediasi dalam penyelesaian sengketa
perdata, serta faktor-faktor yang mendorong para pihak sengketa
melakukan mediasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe
penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi
dokumen, dan wawancara terhadap informan pengguna jasa gadai
syariah. Pengelolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data
dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam sejarah
perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang
berujung damai dalam penyelesaian segketa perdata. Hal ini terlihat
dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial
Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai
sebagai salah satu asas peradilan perdata di Indonesia. Kelebihan
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mediasi yaitu lebih fleksibel, murah dan tidak makan waktu banyak
sedangkan kelemahannya, mediasi dapat dimanfaattkan untuk
mengulur-ulur waktu oleh pihak yang tidak memiliki itikad baik. Salah
satu faktor pendukung mediasi adalah masyarakat yang
mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan
tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau
menekan kebebasan individual.

Kata Kunci : Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum, Perdata

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang meletakkan hukum sebagai
supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, karena hukum merupakan peraturan-peraturan yang
terdiri dari ketentuan-ketentuan yang berupa suruhan dan larangan
yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.' Konsep Negara hukum
dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk
mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,
khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan
penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi. Tegaknya
hukum perdata materiil, maka diperlukan Hukum Acara Perdata
karena hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas
dari hukum acara perdata (hukum perdata formil). Kedua-duanya
saling memerlukan satu sama lain.

Peraturan Negara dalam mempertahankan hukum materiil
perdata itu terjadi dengan peradilan. Peradilan disini adalah
pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi
mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan
oleh Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara
memberikan putusan yang bersifat mengikat. Suatu proses
perdamaian di Pengadilan seperti yang diatur dalam ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur
Mediasi di Pengadilan diharapkan mampu memberikan kesempatan

! Nunung Rodliyah, 2009, Pokok-Pokok Hukum Islam Di Indonesia dan Kompilasi
Hukum Islam, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, him. 1
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kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna
menyelesaikan sengketa, serta dengan harapan ke depan akan lahir
mediator-mediator- handal dan professional yang mampu
menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara damai.

PERMA yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan tersebut
menjadi standar umum bagi pedoman pelaksanaan mediasi yang
diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
Mediasi memiliki kedudukan penting dalam PERMA tersebut, karena
proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
berperkara di pengadilan.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa
alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-
kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan
dan sebgainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas
penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.” Mediasi
berasal dari bahasa Inggris “mediation” atau penengahan, yaitu
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai
penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, sedangkan
secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, “medaire”
yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang
ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi
netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator
harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa
secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para
pihak yang bersengketa.’

Penjelasan mediasi secara terminologi yaitu berdasarkan
pengertian mediasi menurut para ahli : Garry Goopaster
mengemukakan pengertian mediasi, Mediasi ialah suatu proses
negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak
(imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk
membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang

g Bambang Sutiyoso, 2008, Hukum Aritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Yogyakarta: Gama Media him. 56

? Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, Jakarta: Kencana, him 1-2
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memuaskan. * Menurut J. Folberg dan A. Taylor, Pengertian Mediasi
adalah proses dimana para peserta, bersama-sama dengan bantuan
dari orang yang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka
untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan
mencapai  penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi
kebutuhan mereka.’

Salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia dari masa ke masa
yang menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan
persaudaraan dan silahturahmi, dalam bahasa hukum modern dikenal
“Win Win Solution” dan inilah tujuan hakiki atau esensial dari
Arbitrase, Mediasi atau cara lain menyeleaikan sengketa di luar
prooses peradilan. Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara
lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan dinilai dengan
pemeriksaan sengketa dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat,
biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa
publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Cara
lain penyelesain sengketa di luar proses pengadilan mempunyai
maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan
perkara atau perselisihan.

B. Rumusan Masalah
Uraian di atas menjelaskan bagaimana mediasi menjadi salah
satu cara penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan, sehingga
dapat diambil rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimanakah sejarah perkembangan mediasi di Indonesia?
2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan mediasi dalam penyelesaian
sengketa perdata?
3. Apa faktor-faktor yang mendorong para pihak sengketa
melakukan mediasi?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe
penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan

4 Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan,

Bandung: Aditya Bakti, him 240
> ). Folberg dan A. Taylor, Mediation : A Comprehensive Guide to Resolving Conflict
Without Litigation dalam buku Syahrizal Abbas, Op. Cit, him. 4

Jabar Suny

Sang Guru - 475 -



tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi
dokumen, dan wawancara terhadap informan pengguna jasa gadai
syariah. Pengelolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data
dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis.

Il. Pembahasan
A. Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia

Penyelesaian konflik sengketa secara damai telah dipraktikkan
dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu.
Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai
telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil,
seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan komunalitas
dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa
mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai
‘kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan
individual.

Musyawarah mufakat merupakan filsafah masyarakat Indonesia
dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk juga dalam
penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi
bangsa diterjemahkan dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam sila
keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan. Nilai tertinggi ini
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan peraturan
perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat
merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam
mencari solusi terutama di jalur luar pengadilan. Nilai musyawarah
mufakat ini terdapat dalam sejumlah bentuk penyelesaian seperti
mediasi dan arbitrase.’ Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia
prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai dalam
penyelesaian segketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan
perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang
masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas
peradilan perdata di Indonesia.

Pada masa Kolonial Belanda pengaturan penyelesaian sengketa
melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di

o Syahrizal Abbas, Op. Cit, him 284

Fatan Surgt

- 476 - Sang Guru



lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar

pengadilan, Kolonial Belanda cendrung memberikan kesempatan pada

hukum adat. Belanda meyakini bahwa hukum adat mampu
menyelesaikan sengketa kaum pribumi secara damai, tanpa
memerlukan intervensi pihak penguasa Kolonial Belanda. Hukum adat
adalah hukum yang hidup living law dan keberadannya menyatu
dengan masyarakat pribumi. Pada masa Kolonial Belanda lembaga
pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak
yang bersengketa. Kewenangan mendamaikan hanya sebatas kasus-
kasus keluarga dan perdata pada umumnya seperti perjanjian, jual
beli, sewa menyewa, dan beberapa aktivitas bisnis lainnya.’

pada masa Kolonial Belanda penyelesaian sengketa pada proses
damai diatur dalam Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement,

Staatblad 1941:44) atau Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten,

Staatsblad, 1927: 27) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering,

Staatshlad 1874: 52). Disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan

mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan:

ketentuan Pasal ini adalah:

1. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak maka
pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan
mendamaikan mereka.

2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada
waktu bersidang, diperbuat sebuat surat akta tentang itu, dalam
maan kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian
yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan
dijalankan sebagai keputusan biasa.

3. Keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diizinkan banding.

4. Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak,
perlu dipakai juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut
dituruti untuk itu.

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg menggambarkan
bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian
dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai
menjadi kewajiban hakim dan tidak boleh memutuskan perkara

7 Ibid, him. 287
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sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Kesepakatan
tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta perdamaian sehingga
memudahkan para pihak melaksanakan kesepakatan itu. Akta damai
memiliki kekuatan hukum sama dengan vonnis hakim, sehingga ia
dapat dipaksakan kepada para pihak jika salah satu diantara meereka
enggan melaksanakan isi kesepakatan tersebut.”

Sejarah mediasi kemerdekaan sampai sekarang dalam Pasal 24
UUD Negara Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa penyelesaian
sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur
pengadilan (litigasi). Sistem hukum Indonesia juga membuka peluang
penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (nonlitigasi). Dalam
peradilan di Indonesia, proses penyelesaian sengketa menganut asas
sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4
ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.
35 Tahun 1999 dan telah diubah dengan ketentuan UU No. 4 Tahun
2004 demikian telah diubah kembali dengan diterbitkannya UU No. 48
Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekeuasaan
kehakiman, asas ini berlaku pada lembaag pemegang kekuasaan
kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan di bawahnya.

Pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di
luar pengadilan juga ditemukan dalam Undang-undang No.8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen dimana dalam Pasal 52A
dinyatakan sebagai berikut: “melaksanakan penanganan dan
penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau
arbitrase atau konsiliasi.” Dan dapat ditemukan juga dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Rl No.54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedian
Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan. Peraturan Pemerintah ini telah meletakan konsep yang
jelas mengenai mediasi, mediator, persyaratan mediator dan beberapa
hal seputar mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup. Jadi, pengaturan mediasi dalam PP ini jauh lebih
lengkap bila dibandingkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan

® Ibid, him 288
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Perundang-undangan di atas, yaitu UU No. 30 Tahun 1999, UU No. 8
Tahun 1999 dan PP No.54 Tahun 2000 mengatur sejumlah ketentuan
menyangkut mediasi di luar pengadilan.

Ketentuan mediasi di pengadilan pada mulanya diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Kemudian Mahkamah Agung menyempurnakan
dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, namun setelah itu Mahkamah Agung kembali
menyempurnakan dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini menempatkan
mediasi sebagai bagaian dari proses penyelesaian perkara yang
diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak langsung
menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan, tetapi harus
terlebih dahulu diupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban
yang harus ditempuh hakim dalam memutus perkara di pengadilan.

Pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun
2016. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh Mediator.” Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI
(PERMA) No.l1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
Pengelola Pusdiklat APSI, Thalis Noor Cahyadi, mengatakan ada
beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No.l
Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yaitu: ©
1. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari

menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan
Mediasi.

2. Adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri
secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa
didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti
kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam
pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di

° Ppasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016

10 http://mediasi.mahkamahagung.go.id . Poin Penting dalam Peraturan Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 2016, diakses pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 pada pukul
14.15
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bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau
kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara,
tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

3. Hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Itikad Baik
dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak
beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para
Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi
dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau
kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh
Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah
dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam
pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan
Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan
berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali

- berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang
yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d.
menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan
dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang
telah disepakati tanpa alasan sah.

B. Kelebihan dan Kelemahan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Perdata

1. Kelebihan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-

kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat

dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa." Beberapa
kekuatan-kekuatan mediasi, yaitu:

a. Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci
dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak
memiliki kebebasan dan tidak terperangkap dalam bentuk-
bentuk formalism, seperti halnya dalam proses litigasi. Dalam
literature sering disebutkan bahwa fleksibilitas dari proses

" Laurence Belle, Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui

Pendekatan Mufakat, him. 21
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mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, merupakan
unsur yang menjadi daya tarik dari mediasi karena para pihak
dapat dengan segera membahas masalah-masalah atau
memperdebatkan hal-hal teknis hukum. Dalam litigasi, pihak
tergugat selalu menyerang gugatan penggugat dengan
mengemukakan kelemahan-kelemahan aspek formal dari
surat gugatan, misalnya gugatan samarkabur, posita tidak
mendukung petitum atau pengadilan tidak berwenang,
sementara pokok perkara belum menjadi perhatian. Selain itu
dalam sengketa yang melibatkan banyak pihak, jika hanya
beberapa pihak saja yang sepakat atas hasil perdamaian,
sementara satu atau beberapa pihak lain tidak sepakat, maka
perdamaian tetap dapat berlangsung antara dua pihak yang
menyetujui hasil kesepakatan perdamaian.

pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau
rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator
yang

menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak
diperkenankan untuk menghadiri proses mediasi. Kerahasian
dan ketertutupan ini juga sering menjadi daya tarik tertentu
bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak
menginginkan masalah yang dihadapinya dipublikasikan di
media massa.

Dalam proses mediasi, pihak materil atau prinsipal dapat
secara langsung berperan serta dalam melakukan
perundingan ~dan tawar-  menawar untuk  mencari
penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum
masing-masing. Karena prosedur mediasi amat leluasa dan
para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan
hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses
mediasi. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan
bahasa sehari-hari yang lazim mereka gunakan, dan
sebaliknya tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa atau
istilah-istilah hukum seperti yang lazim digunakan oleh para
advokat dalam beracara di persidangan pengadilan.

Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif,
mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang

atan Sung
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bagi para pihak win-win solution. Sebaliknya litigasi dan
arbitrase cendrung menghasilkan penyelesaian menang-kalah
win-lose solution karena prosesnya bersifat permusuhan dan
memutus.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif
murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses
litigasi atau berperkara di pengadilan. Hasil mediasi berupa
kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh
para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan mengajukan
keberatan atas hasil kerjanya sendiri.

2. Kelemahan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata
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a.

Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika
para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk
menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah
satu pihak saja memiliki keinginan menempuh mediasi,
sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang
sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika
terlaksana tidak akan berjalan efektif. Keadaan ini terutama
jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.

Apabila para pihak yang tidak memiliki itikad baik maka
memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-
ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak
mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar
untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama
kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan
nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak
untuk melakukan kompromi-kompromi.

Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah
pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak
karena sengketa soal penentuan hak haruslah diputus oleh
hakim, Di sisi lain kekuatan mediasi sebagai salah satu cara
penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan
yang perlu disadari oleh peminat mediasi.

Thaton Sumy
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C. Faktor-faktor Yang Mendorong Para Pihak Sengketa Melakukan
Mediasi

Ada dua pandangan komperatif yang dapat menjelaskan apa
yang menjadi faktor yang mendorong para pihak sengketa melakukan
mediasi. Pandangan teoritis merujuk pada kebudayaan sebagai faktor
dominan. Berdasarkan pandangan ini, cara-cara penyelesaian
konsensus seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan
digunakan oleh masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara
pandang kehidupan masyarakat itu sendiri. Moore berpendapat para
pihak sama-sama memiliki kekuatan yang simetris dan seimbang,
mereka cenderung menempuh perundingan dan perundingan dapat
berjalan secara lebih efektif. Jika para pihak yang kuat mungkin
memanipulasi dan mengeksploitasi pihak yang lemah.

Dalam proses mediasi, ada pihak penengah atau yang disebut
dengan mediator yang dapat membantu salah satu pihak atau para
pihak untuk menilai, menganalisa, dan mengevaluasi kekuatan mereka
sehingga salah satu para pihak tidak mengambil kesimpulan dan
keputusan- keputusan yang salah, yang merugikan kepentingan
mereka dan menggagalkan proses mediasi. Dalam sebuah negara yang
sistem hukum dan pemerintahannya korup dan lembaga peradilannya
dapat dengan mudah dibeli oleh pihak yang memiliki kekuatan
finansial atau kekuatan politik, cara-cara negosiasi dan mediasi tidak
akan berjalan efektif karena pihak yang kuat merasa yakin bahwa
dengan cara dan dalam forum apa pun dapat memenangkan sengketa.

Maka peradilan yang mandiri dan pemerintahan yang bersih
cendrung memiliki sifat positif dengan penggunaan pola-pola
negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa karena para pihak
tidak dapat memanipulasi proses pemerintahan dan peradilan
sehingga tidak dengan mudah mereka memprediksi bahwa
kemenanga akan berada pada pihak mereka jika masalah diselesaikan
melalui litigasi atau proses administratif.”

Mediasi dijadikan sebagai pilihan jalan damai dalam
menyelesaikan sengketa perdata antara lain disebabkan sebagai
berikut:

2 Albert K. Fiadjoe, Alternative Disputes Resolution (2004), him. 23
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1. Penyelesaian melalui mediasi tidak hanya dilakukan diluar
pengadilan saja, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat
prosedur mediasi patut untuk ditempuh bagi para pihak yang
beracara di pengadilan.

2. Langkah ini dilakukan pada saat sidang pertama kali digelar.

3. Adapun pertimbangan dari Mahkamah Agung, mediasi
merupakan salah satu solusi dalam mengatasi menumpuknya
perkara di pengadilan.

4. Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, serta dapat
memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk
memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan
atas engketa yang dihadapai.

5. Di samping itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam
sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan

- fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di
samping proses pengadilan yang bersifat memutus ajudikatif.

Penjelasan diatas maka terlihat jelas bahwa mediasi merupakan
salah satu upaya penyelesaian sengketa yang memiliki manfaat yang
sangat besar dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan.
Mediasi ini akan sangat terasa manfaatnya apabila pelaksanaan
mediasi tersebut berhasil, bahkan apabila mediasi gagal dan belum
ada penyelesaian sengketanya mediasi yang sebelumnya berlangsung
dapat mempersempit persoalan dan perselisihan, selain karena
adanya pandangan teoritis, alasan kekuatan dari mediasi merupakan
salah satu faktor yang mendukung para pihak untuk melakukan
mediasi. Kekuatan mediasi yang digemari oleh para pihak sengketa
adalah biaya yang ringan dan waktu yang singkat. Mediasi ini
merupakan penyelesaian sengketa yang efektif, singkat dan
terjangkau. Hal ini yang menjadi nilai lebih bagi mediasi. Para pihak
sengketa tidak mungkin ada yang mau untuk menyelesaikan sengketa
dengan cara yang bertele-tele, yang membuang waktu para pihak saja.
Masih banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh para pihak bukan
hanya untuk berperkara di pengadilan. Sama juga dengan hal nya
biaya, para pihak sengketa pasti tidak mau mengeluarkan biaya yang
terlalu banyak untuk menyelesaikan sengketa. Untuk membuat segala
persengketaan menjadi lebih mudah maka para pihak lebih memilih

Fatan Sungl
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dan lebih tertarik untuk melakukan penyelesaian sengketa perdata
melalui mediasi.

lll. Kesimpulan

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan
melalui kesepakatan dirundingkan para pihak sengketa yang
dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak
kepada siapa pun. Pihak ketiga itu disebut dengan mediator,
dalam mediasi ini mediator tidak mempunyai hak untuk memutus
sengketa tersebut. Mediator hanya membantu para pihak
sengketa dengan memberikan solusi-solusi yang dapat membuka
pikiran para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut. Solusi-
solusi tersebut diperundingkan oleh para pihak untuk mencapai
kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Dengan kata lain mediator merupakan penengah di dalam sebuah
persengketaan.

2. Dalam sejarah  perundang-undangan Indonesia  prinsip
musyawarah mufakat yang berujung damai dalam penyelesaian
sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan
perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai
sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah
satu asas peradilan perdata di Indonesia.

3. Akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk
memperteguh prinsip damai melalui mediasi dan arbitrase dalam
penyelesaian sengketa. Masyarakat merasakan penyelesaian
sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada
kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya
nilai-nilai  kebersamaan  dalam  masyarakat. =~ Masyarakat
mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat
dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak
merampas atau menekan kebebasan individual.

Julian Sungi
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